SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Menimbang

Mengingat

[o—y

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

bahwa dalam rangka mencegah benturan kepentingan dan
peningkatan efektifitas pengawasan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dibentuk Matriks
Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna tentang Matriks Identifikasi
Penanganan Benturan Kepentingan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pemberadayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2024 tentang
Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
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9. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor 323/HK.03-
Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA.

KESATU : Menetapkan  Matriks Identifikasi Penanganan  Benturan
Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

i alinan sesuai dengan aslinya
BEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
. ;?,ﬁs PATEN MUNA

alaSub Hagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KABUPATEN MUNA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN

BENTURAN KEPENTINGAN DI

KOMISI

PEMILIHAN

UMUM

LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Bentuk/Situasi

_ Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Uy
No | Subjek Benturan RS, Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Paye
Bentyrasn Kepentingan Ristio atan Individu tan Sistim Kebechasin
Kepentingan P &
1 2 3 4 5 5 7 8 9
1. | Komisio | Situasi  yang | Keputusan/ke Pemberian dalam | 1. Penandatangan 1. Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ner menyebabkan bijakan yang arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
menerima berpihak a. Sedang | pemberian uang, dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
gratifikasi atas | akibat: barang, rabat, tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
suatu a. Pengaruh/ komisi, pinjaman tahun atau Kode Etik dan khusus atas
keputusan/jab hubungan | b. Tinggi tanpa bunga, tiket sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
atan terhadap dekat/keter perjalanan, fasilitas bila diperlukan 2. Pembuatam media | 3. Menghindari
pihak internal gantungan penginapan, 2. Pelaporan public kampanye situasi
dan eksternal b. Pemberian perjalanan  wisata, penolakan  dan anti gratifikasi benturan
gratifikasi pengobatan Cuma- penerimaan 3. Monev kode etik kepentingan
Cuma, dan fasilitas Gratifikasi ke dan perilaku 4, Pemantauan
lainnya UPG/KPK 4. Tindak lanjut hasi dan evaluasi
dilakukan sesuai Monev Kode Etik
dengan waktu dan Perilaku
yang telah
ditentukan dalam
peraturan
perundangan-
undangan
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Bentuk/Situasi ; ; -
Poterist Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Bestiiran Benturan Risik Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Keberhasil
. Kepentingan e atan Individu tan Sistim dl s
Kepentingan
1 ] 3 4 5 5 7 8 9
Situasi  yang | Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
menyebabkan aset negara wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
penggunaan untuk membuat dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
aset kepentingan keputusan atau tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
jabatan/instan | pribadi/golon tindakan yang tahun atau Kode Etik dan khusus atas
si untuk | gan tidak sesuai sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
kepentingan dengan tujuan bila diperlukan 2. SK . Menghindari
pribadi/golong atau melampaui | 2. penandatanganan Penanggungiawab situasi
an batas-batas Berita Acara |  penggunaan Aset benturan
pemberian Serah Terima | 3. Monev Kode Etik kepentingan
wewenang  yang Barang dilakukan dan Pedoman | 4. Pemantauan
diberikan sesuai pada saat Perilaku dan evaluasi
ketentuan penyerahan 4. Tindak lanjut hasil
peraturan barang dari Monev Kode Etik
perundang- Kuasa Pengguna dan Pedoman
undangan Barang  kepada Perilaku
. Kelemahan penerima barang
sistem organisasi,
yaitu keadaan
yang menjadi
kendala bagi
pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
penyelenggara
negara yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi  yang
ada
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Bcntrtloltéigtiuam Jenis Tirialeat Strategi Strategi tinava

No | Subjek Benturan g Al Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka paya

S i Kepentingan Relslko atan Individu tan Sistim Keherhamlan

Kepentingan P g

1 2 3 4 5 5 7 8 9
Situasai yang | Penggunaan Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatangan 3. Internalisasi/Sosia . Komitmen
menyebabkan | rahasia wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
situasi rahasia | Negara untuk membuat dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
jabatan/instan | kepentingan kekeputusan tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
si pribadi/golon atau  tindakan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
dipergunakan | gan yang tidak sesuai sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
untuk dengan tujuan bila diperlukan . Monev Kode Etik . Menghindari
kepentingan atau melampaui | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
pribadi/golong batas-batas Whistle Blowing |  Perilaku benturan
an pemberian System 5. Tindak lanjut hasil |  kepentingan

Monev Kode Etik | 4. Pemantauan

wewenang yang
diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

2. Kelemahan

sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
penyelenggara
Negara yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

dan Pedoman

Perilaku

dan evaluasi
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Bentuk/Situasi

; Jenis g , Strategi Strategi
No | Subjek Biit:ur;; K?entgran T[;?;‘ilf{i" Sumber Penyebab Penaxt]garlla:il_/ l?sndek Penanfgang:.n/t iPendeka Kebgfl?g :ilan
Kepentingan pentingan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Situasi dimana Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
memberikan Pengangkatan afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
akses Kkhusus | badan adhock golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
kepada pihak | berdasarkan hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
tertentu hubungan dimiliki oleh tahun atau Kode Etik dan khusus atas
misalnya dekat/balas penyelenggara sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
dalam jasa/rekomen Negara  dengan bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
rekruitmen dasi/pengaru pihak tertentu, | 2. Pelaporan dan Pedoman situasi
badan adhock | h dari pejabat baik karena penolakan dan Perilaku benturan
tanpa pemerintah/p hubungan darah, penerimaan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
mengikuti engaruh dari hubungan Gratifikasi ke Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
prosedur yang | partai politik perkawinan, UPG/KPK dan Pedoman dan evaluasi
seharusnya maupun dilakukan sesuai Perilaku
hubungan dengan waktu | 4. Implementasi
pertemanan yang yang telah pengaduan
dapat ditentukan dalam masyarakat
mempengaruhi peraturan
keputusannya perundangar-
. Kelemahan undangan
sistem

organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
penyelenggara
Negara yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
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Ben%‘lol:{? S;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan i Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka .
Sentiran Kepentingan RiaikD atan Individu tan Sistim Keberhinsilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. Gratifikasi, yaitu

pemberian dalam

arti luas meliputi

pemberian uang,

barang, rabat,

komisi, pinjaman

tanpa bunga,

tiket perjalanan,

fasilitas

penginapan,

perjalanan

wisata,

pengobatan

cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya
Situasai Pengambilan Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
dimana keputusan afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
berafiliasi pada | dan/atau golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
pemangku kebijakan hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan berafiliasi dimiliki oleh tahun atau Kode Etik dan khusus atas
dalam pada penyelenggara sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
pengambilan pemangku Negara  dengan bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
keputusan kepentingan pihak tertentu, | 2. Pelaporan dan Pedoman situasi
dan/atau baik karena penolakan dan Perilaku benturan
kebijakan hubungan darah, penerimaan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan

hubungan Gratifikasi ke Monev Kode Etik | 4. Pemantauan

perkawinan, UPG/KPK dan Pedoman dan evaluasi

maupun dilakukan sesuai Perilaku

hubungan dengan waktu

pertemanan yang yang telah

dapat ditentukan dalam

mempengaruhi peraturan

keputusannya perundangan-

undangan
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Bentuk/Situasi : . :
Poistisi Jenis Tingkat Strategi Strategi tinava
No | Subjek Benturan it Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka paya
MEBIH R Kepentingan Ristico atan Individu tan Sistim Kcherhastian
Kepentingan P g '
1 2 3 4 5 5 7 8 9

Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
penyelenggara
Negara yvang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

Gratifikasi, yaitu
pemberian dalam
arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat,
komisi, pinjaman
tanpa bunga,
tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya

idih.kpu.go.id/sultra/muna



jdih.kpu.go.id/sultra/muna

Bentuk/Situasi

menyebabkan
penggunaan
aset
jabatan/instan
si untuk
kepentingan
pribadi/golong
an

aset negara
untuk
kepentingan
pribadi/golon
gan

wewenang, yaitu
membuat
keputusan atau
tindakan  yang
tidak sesuai
dengan  tujuan
atau melampaui
batas-batas
pemberian
wewenang yang
diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

pakta integritas
dilakukan setiap
tahun pada awal
tahun atau
sewaktu-waktu
bila diperlukan

. penandatanganan

Berita Acara
Serah Terima
Barang dilakukan
pada saat
penyerahan
barang dari
Kuasa Pengguna
Barang  kepada
penerima barang

lisasi tentang
Pembangunan
Integritas atau

Kode Etik dan
Pedoman Perilaku

2. SK
Penanggungiawab
penggunaan Aset

3. Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

4. Tindak lanjut hasil
Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

: Jenis i A Strategi Strategi
No | Subjek Botenst Benturan T".lg.ka" Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Upaya'
eenuian Kepentingan Ik atan Individu tan Sistim Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 G 7 8 9
2. | Sekreta | Situasi = yang | Keputusan/ke Pemberian dalam Penandatangan 1. Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ris menyebabkan bijakan yang arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
menerima berpihak a. Sedang | pemberian uang, dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
gratifikasi atas | akibat: barang, rabat, tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
suatu a.Pengaruh/h komisi, pinjaman tahun atau Kode Etik dan khusus atas
keputusan/jabh ubungan b. Tinggi | tanpa bunga, tiket sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
atan terhadap dekat/keter perjalanan, fasilitas bila diperlukan 2. Pembuatam media | 3. Menghindari
pihak internal gantung penginapan, Pelaporan public kampanye situasi
dan eksternal an perjalanan  wisata, penolakan  dan anti gratifikasi benturan
b.Pemberian pengobatan cuma- penerimaan 3. Monev kode etik kepentingan
gratifikasi cuma, dan fasilitas Gratifikasi ke dan perilaku 4. Pemantauan
lainnya UPG/KPK 4, Tindak lanjut hasi dan evaluasi
dilakukan sesuai Monev Kode Etik
dengan waktu dan Perilaku
yang telah
ditentukan dalam
peraturan
perundangan-
undangan
Situasi yang | Penggunaan Tinggi 1. Penyalahgunaan . Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen

dan
Keteladanan
2. Perhatian
khusus atas
hal tertentu
3. Menghindari
situasi
benturan
kepentingan
4. Pemantauan
dan evaluasi

idih.kpu.go.id/sultra/muna



jdih.kpu.go.id/sultra/muna

No

Subjek

Bentuk/Situasi
Potensi
Benturan
Kepentingan

Jenis

Benturan

Kepentingan

Tingkat
Risiko

Sumber Penyebab

Strategi

Penanganan/Pendek

atan Individu

Strategi
Penanganan/Pendeka
tan Sistim

Upaya
Keberhasilan

3

4

5

5

7

8

9

2. Kelemahan

sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

Situasai yang
menyebabkan
situasi rahasia
jabatan/instan
si
dipergunakan
untuk
kepentingan
pribadi/golong
an

Penggunaan
rahasia

Negara untuk

kepentingan

pribadi/golon

gan

Tinggi

. Penyalahgunaan

wewenang, yaitu
membuat
kekeputusan
atau tindakan
yang tidak sesuai
dengan  tujuan
atau melampaui
batas-batas
pemberian
wewenang yang
diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

. Penandatangan

pakta integritas
dilakukan setiap
tahun pada awal
tahun atau
sewaktu-waktu
bila diperlukan

. Implementasi

Whistle
System

Blowing

1. Internalisasi/Sosia
lisasi tentang
Pembangunan
Integritas atau
Kode Etik dan
Pedoman Perilaku

2. Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

3. Tindak lanjut hasil
Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

. Komitmen

dan
Keteladanan

. Perhatian

khusus atas
hal tertentua

. Menghindari

situasi
benturan
kepentingan

. Pemantauan

dan evaluasi
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Benf;:)l:é r?;tiuasn Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan Sy Sumber Penyebab | Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
Benturan | o entingan | SIKO atan Individu tan Sistim Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan

sistem

organisasi, yaitu

keadaan yang

menjadi kendala

bagi pencapaian

tujuan

pelaksanaan

kewenangan

jabatan yang

disebabkan

karena struktur

dan budaya

organisasi yang

I i ada
Situasi dimana | 1. Pengangk | Sedang 1. Hubungan . Penandatangan . Internalisasi/Sosia . Komitmen
memberikan atan/mut afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
akses Kkhusus asi/prom golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
kepada pihak osi hubungan tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
tertentu pegawai dengan pihak tahun atau Kode Etik dan khusus atas
misalnya yang tertentu, baik sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentua
dalam tidak fair karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
rekruitmen dan hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
pegawai/badan berindika hubungan Whistle Blowing Perilaku benturan
adhock tanpa si adanya perkawinan, System . Tindak lanjut hasil kepentingan
mengikuti pengaruh maupun . Menetapkan pola Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
prosedur yang dan hubungan rekrutmen/penga dan Pedoman dan evaluasi
seharusnya kepenting pertemanan yang ngkatan/promosi/ Perilaku
an pihak dapat mutasi . Implementasi
tertentu mempengaruhi pengaduan
keputusannya masyarakat
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Bentuk/Situasi

. Jenis g Strategi Strategi
No | Subjek BPotens1 Benturan T1r}gkat Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Spaya
enturan . Risiko & _ i Keberhasilan
Rt Kepentingan atan Individu tan Sistim
pentingan
1 2 3 4 5 5 7 8 9

2. Memanfaa 2. Kelemahan 4. Pelaporan
tkan sistem penolakan dan
jabatan organisasi, yaitu penerimaan
untuk keadaan yang Gratifikasi ke
mempeng menjadi kendala UPG/KPK
aruhi bagi pencapaian dilakukan sesuai
proses tujuan dengan waktu
penerima pelaksanaan yang telah
an/rekrut kewenangan ditentukan dalam
men jabatan yang peraturan
badan disebabkan perundangan-
adhock karena struktur undangan
Pemilihan dan budaya
partner/r organisasi yang
ekanan ada
kerja . Gratifikasi, yaitu
berdasark pemberian dalam
an arti luas meliputi
putusan pemberian uang,
yang barang, rabat,
tidak komisi, pinjaman
profesiona tanpa bunga,

1

tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya
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‘ Bent};.lolté r?;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya

No | Subjek e — KeBe:;g;anan Risiko Sumber Penyebab Peng?;;narll:gii i;::lldek Penantgifnngrils/tggndeka Reberhasilin

Kepentingan P g '

1 2 3 4 5 5 7 8 9
Situasai Pengambilan | Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
dimana keputusan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
berafiliasi pada | dan/atau golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
pemangku kebijakan hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan berafiliasi dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
dalam pada pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
pengambilan pemangku baik karena bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
keputusan kepentingan hubungan darah, | 2. Pelaporan dan Pedoman situasi
dan/atau hubungan penolakan dan Perilaku benturan
kebijakan perkawinan, penerimaan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan

maupun Gratifikasi ke Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan UPG/KPK dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang dilakukan sesuai Perilaku
dapat dengan walktu
mempengaruhi yang telah
keputusannya ditentukan dalam
2. Kelemahan peraturan
sistem perundangan-
organisasi, yaitu undangan

keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentfl;:)l:é s:;uam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan b Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka ;
enturan i Risiko Ly i Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 R 3 4 5 6 7 8 9
Gratifikasi, yaitu
pemberian dalam
arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat,
komisi, pinjaman
tanpa bunga,
tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya
Situasai Proses Tinggi Hubungan . Penandatangan . Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
dimana pengadaan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
berafiliasi pada | barang/jasa golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
kepentingan tidak sesuai hubungan yang tahun pada awal Integritas . Perhatian
penyedia dalam | prosedur dimiliki dengan tahun atau . Bimtek pengadaan khusus atas
proses sesuai pihak tertentu, sewaktu-waktu barang/jasa hal tertentu
pengadaan ketentuan baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
barang/jasa peraturan hubungan darah, | 2. Pelaporan dan Pedoman situasi
perundang- hubungan penolakan dan Perilaku benturan
undangan perkawinan, penerimaan . Tindak lanjut hasil kepentingan
yang beralku maupun Gratifikasi ke Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan UPG/KPK dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang dilakukan sesuai Perilaku
dapat dengan waktu
mempengaruhi yang telah
keputusannya ditentukan dalam
dalam peraturan
penunjukan perundangan-
penyedia undangan
barang/jasa

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Beng;l:é :xstiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan f Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka .
enturan . Risiko i _ L Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 s 8 9
2. Kelemahan 3. Memedomani
sistem ketentuan
organisasi, yaitu peraturan
keadaan yang perundang-
menjadi kendala undangan yang
bagi pencapaian berlaku
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

3. Gratifikasi, yaitu

pemberian dalam
arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat,
komisi, pinjaman
tanpa bunga,
tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi . ; ;
_ Piteiil Jenis Tingkat Strategi Strategi ) Upaya
No | Subjek Bhniias ngélétli;anan Risiko Sumber Penyebab Pens;:tlga?a(r;'/f’gndek Penantgangril/t?endekd e reontioes
Kepentingan p g an Individu an Sistim

1 2 3 4 5 5 7 8 9
Situasi dimana | Prosedur Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
pengelolaan pengelolaan afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
dan dan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
pertanggungja | pertanggungja hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
wa waban dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ban keuangan | keuangan pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
menguntungka | yang tidak baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
n pribadi atau | transparan hubungan darah, | 2. Memedomani dan Pedoman situasi
golongan atau | dan akuntabel hubungan ketentuan Perilaku benturan
pihak tertentu perkawinan, peraturan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
baik  internal maupun perundang- Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
maupun hubungan undangan yang dan Pedoman dan evaluasi
eksternal pertemanan yang berlaku Perilaku

dapat
mempengaruhi
keputusannya
dalam
pengelolaan dan
pertanggungjawa
ban keuangan

. Kelemahan

sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi ; : ;
Potensl Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan S Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka z
HEntusan Kepentingan Rislkn atan Individu tan Sistim Keberbasian
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. | Kasubb | Gratifikasi 1.Penunjukan | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ag penyedia arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
Keuang barang/jasa pemberian uang, | 2. Implementasi UPG Pembangunan Keteladanan
an, tidak sesuai barang, rabat, | 3. Penyusunan peta Integritas atau | 2. Perhatian
Umum ketentuan komisi, pinjaman risiko Kode Etik dan khusus atas
dan 2.Penentuan tanpa bunga, tiket Pedoman Perilaku hal tertentu
Logistik peserta perjalanan, fasilitas . Pembuatam media | 3. Menghindari
Bimtek penginapan, public kampanye situasi
tidak sesuai perjalanan  wisata, anti gratifikasi benturan
dengen pengobatan cuma- . Monev kode etik kepentingan
ketentuan cuma, dan fasilitas dan perilaku 4, Pemantauan
yang lainnya . Tindak lanjut hasi dan evaluasi
ditetapkan Monev Kode Etik
3.Mendapatka dan Perilaku
n
fasilitas/ha
diah/bingki
. san
Penggunaan 1.Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatanganan . Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
aset asset wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
jabatan/ins membuat 2. SOP Pembangunan Keteladanan
tansi untuk tindakan  yang Penatausahaan Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai asset Kode Etik dan khusus atas
pribadi dan dengan  tujuan | 3. SK Penetapan Pedoman Perilaku hal tertentu
keluarga atau melampaui pengguna asset | 2. SK
2.Penggunaan batas-batas BMN Penanggungiawab | 3. Menghindari
asset pemberian 4. penandatanganan penggunaan Aset situasi
jabatan/ins wewenang yang Berita Acara Serah | 3. Monev Kode Etik benturan
tansi di luar diberikan sesuai Terima Barang dan Pedoman kepentingan
kedinasan ketentuan dilakukan pada Perilaku 4. Pemantauan
peraturan saat penyerahan | 4. Tindak lanjut hasil dan evaluasi
perundang- barang dari Kuasa Monev Kode Etik
undangan Pengguna Barang dan Pedoman
kepada penerima Perilaku

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

dan Pedoman
Perilaku

Bentuk/Situasi . . .
Potenal Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Esiiiican Bcntu_ran Risiko— Sumber Penyebab Penanganan/l.’endek Penanganan/Pendeka Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
p g
1 ] g 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
| ada
Rahasia Membocorkan | Tinggi . Penyalahgunaan . Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
Jabatan/Insta | rahasia wewenang, yaitu pakta  integritas lisasi tentang dan
nsi jabatan/insta membuat dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
nsi untuk tindakan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai tahun atau Kode Etik dan khusus atas
pribadi/golon dengan  tujuan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
gan atau atau melampaui bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemangku batas-batas . Implementasi dan Pedoman situasi
kepentingan pemberian Whistle  Blowing Perilaku benturan
wewenang yang System . Tindak lanjut hasil kepentingan
diberikan sesuai Monev Kode Etik | 4. Pemantauan

dan evaluasi

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bent%l:é S;tiuam Jenis Tingkat ‘ Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan i< Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka .
enturan . Risiko iy AL Keberhasilan
e Kepentingan atan Individu tan Sistim
pentingan
1 2 3 4 5 65 7z 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
Pengelolaan Prosedur Sedang 1. Hubungan . Penandatangan . Internalisasi/Sosia . Komitmen
dan pengelolaan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
pertanggungja | dan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
waban pertanggungja hubungan yang tahun pada awal Integritas atau . Perhatian
keuangan waban dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
keuangan pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
yang tidak baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
transparan hubungan darah, | 2. Memedomani dan Pedoman situasi
dan akuntabel hubungan ketentuan Perilaku benturari
perkawinan, peraturan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
maupun perundang- Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan undangan yang dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang berlaku Perilaku
dapat
mempengaruhi
keputusannya
dalam
pengelolaan dan
pertanggungjawa

ban ketiangan

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi . : i
_ Botenal Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan ot Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka ;
Beuturan Kepentingan Risiko atan Individu tan Sistim Rebethasan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
Rekrutmen 1. Memanfaat | Sedang 1. Hubungan . Penandatangan . Internalisasi/Sosia . Komitmen
pegawai  dan kan afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
badan adhock jabatan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
untuk hubungan vyang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
mempenga dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ruhi proses pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
penerimaa baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
n/rekrutm hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
en/pengan hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
gkatan/mu perkawinan, System . Tindak lanjut hasil kepentingan
tasi/promo maupun . Menetapkan pola Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
si pegawai hubungan rekrutmen/penga dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang ngkatan/promosi/ Perilaku
dapat mutasi . Implementasi
mempengaruhi . Implementasi UPG pengaduan
tindakannya masyarakat

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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_ Bentl;lol:é S;uam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan . Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka A
enturan . Risiko i : Fa Keberhasilan
Ketentlngan Kepentingan atan Individu tan Sistim
penting
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Memanfaat 2. Kelemahan
kan sistem
jabatan organisasi, yaitu
untuk keadaan yang
mempenga menjadi kendala
ruhi proses bagi pencapaian
penerimaa tujuan
n/rekrutm pelaksanaan
en badan kewenangan
adhock jabatan yang
3. Melakukan disebabkan
pungli karena struktur
dalam dan budaya
proses organisasi yang
penerimaa ada
n/rekrutm
en/pengan
gkatan/mu
tasi/promo
si pegawai
Distribusi Pemilihan Rendah 1. Hubungan 1. Penandatangan . Komitmen
logistik rekanan/peny afilisasi (pribadi, pakta  integritas dan
Pemilu/Pemilih | edia jasa golongan), yaitu dilakukan setiap Keteladanan
an berdasarkan hubungan yang tahun pada awal . Perhatian

putusan yang
tidak
profesional

dimiliki dengan
pihak tertentu,
baik karena
hubungan darah,
hubungan
perkawinan,
maupun
hubungan
pertemanan yang
dapat
mempengaruhi
tindakannya

tahun atau
sewaktu-waktu
bila diperlukan

. Implementasi

Whistle  Blowing
System

. Menetapkan SOP

distribusi logistik

khusus atas
hal tertentu

. Menghindari

situasi
benturan
kepentingan

. Pemantauan

dan evaluasi

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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3.Mendapatka
n
fasilitas/ha
diah/bingki
san

‘ Ben?,lol:é E;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek BEAtITER Benturan Risiko Sumber Penyebab Pcnanganan/ f’endek Penang‘;anar_l / Pendcka Keberhnatian
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
4. | Kasubb | Gratifikasi 1. Penunj | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan . Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ag ukan arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
Teknis penyedia pemberian uang, | 2. Implementasi UPG Pembangunan Keteladanan
Penyele barang/jasa barang, rabat, | 3. Penyusunan peta Integritas atau | 2. Perhatian
nggaran tidak sesuai komisi, pinjaman risiko Kode Etik dan khusus atas
Pemilu ketentuan tanpa bunga, tiket Pedoman Perilaku hal tertentu
dan 2, Penent perjalanan, fasilitas . Pembuatam media | 3. Menghindari
Hukum uan peserta penginapan, public kampanye situasi
Bimtek perjalanan  wisata, anti gratifikasi benturan
tidak sesuai pengobatan cuma- . Monev kode etik kepentingan
dengen cuma, dan fasilitas dan perilaku . Pemantauan
ketentuan lainnya . Tindak lanjut hasi dan evaluasi
yang Monev Kode Etik
ditetapkan dan Perilaku

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi

. Jenis ; Strategi Strategi
No | Subjek FoEns Benturan Tlr.lg.k 2 Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Upay 2
SEntIran Kepentingan Rinlko atan Individu tan Sistim Kebernasan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Penggunaan 1.Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
aset asset wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
jabatan/ins membuat 2. SOP Pembangunan Keteladanan
tansi untuk tindakan  yang Penatausahaan Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai asset Kode Etik dan khusus atas
pribadi dan dengan  tujuan | 3. SK Penetapan Pedoman Perilaku hal tertentu
keluarga atau melampaui pengguna asset | 2. SK 3. Menghindari
2.Penggunaan batas-batas BMN Penanggungiawab situasi

asset pemberian 4. penandatanganan penggunaan Aset benturan
jabatan/ins wewenang yang Berita Acara Serah | 3. Monev Kode Etik kepentingan
tansi di luar diberikan sesuai Terima Barang dan Pedoman | 4. Pemantauan
kedinasan ketentuan dilakukan pada Perilaku dan evaluasi

peraturan saat penyerahan | 4. Tindak lanjut hasil

perundang- barang dari Kuasa Monev Kode Etik

undangan Pengguna Barang dan Pedoman

. Kelemahan kepada penerima Perilaku

sistem barang

organisasi, yaitu

keadaan yang

menjadi kendala

bagi pencapaian

tujuan

pelaksanaan

kewenangan

jabatan yang

disebabkan

karena struktur

dan budaya

organisasi yang

ada
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Bentuk/Situasi < ; ;
Potetisi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan P Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
PERLEan Kepentingan Rl atan Individu tan Sistim Sebuehngian
Kepentingan P 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rahasia Membocorkan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
Jabatan/Insta | rahasia wewenang, yaitu pakta  integritas lisasi tentang dan
nsi jabatan/insta membuat  atau dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
nsi untuk tindakan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai tahun atau Kode Etik dan khusus atas
pribadi/golon dengan  tujuan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
gan atau atau melampaui bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemangku batas-batas . Implementasi dan Pedoman situasi
kepentingan pemberian Whistle  Blowing Perilaku benturan
wewenang yang System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan

diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

. Kelemahan

sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

4. Pemantauan

dan evaluasi

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi ; . .
’ Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek e, KeBe:rﬂli;an Risiko Sumber Penyebab Penartlgal;ag_/ l.:’;ndek F’tan:alr'ntgs,\lngrll/t F’Cl’ldekcl LA T
Kepentingan P gan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9

Rekrutmen 1. Memanfaat | Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen

pegawai  dan kan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan

badan adhock jabatan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
untuk hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
mempenga dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ruhi proses pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
penerimaa baik karena bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
n/rekrutm hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
en/pengan hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
gkatan/mu perkawinan, System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
tasi/promo maupun . Menetapkan pola Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
si pegawai hubungan rekrutmen/penga dan Pedoman dan evaluasi

2. Memanfaat pertemanan yang ngkatan /promosi/ Perilaku
kan dapat mutasi 4. Implementasi
jabatan mempengaruhi 4. Implementasi UPG pengaduan
untuk tindakannya masyarakat
mempenga . Kelemahan
ruhi proses sistem
penerimaa organisasi, yaitu
n/rekrutm keadaan yang
en badan menjadi kendala
adhock bagi pencapaian
3. Melakukan tujuan

pungli pelaksanaan
dalam kewenangan
proses jabatan yang
penerimaa disebabkan
n/rekrutm karena struktur
en/pengan dan budaya
gkatan/mu organisasi yang
tasi/promo ada
si pegawai
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Bentuk/Situasi . : ;
_ Bokeral Jenis Tingkat : Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan KeBc:;;;anan Risiko Sumber Penyebab Pcnartxgarlla(r;./ I:;andek Penangangg/fendeka i ke S
Kepentingan p g atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9

Penetapan 1. Melakuka | Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen

Hasil  Pemilu n afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan

dan Pemilihan pengubah golongan), yaitu dilakukan  setiap Pembangunan Keteladanan
an hasil hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
pemilu/pe dimiliki  dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
milihan pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu

2. Membocor baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
kan hasil hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
pemilu/pe hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
milihan perkawinan, System . Tindak lanjut hasil kepentingan
sebelum maupun . Menetapkan SOP Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
ditetapka hubungan penetapan  hasil dan Pedoman dan evaluasi
n pertemanan yang pemilu/pemilihan Perilaku
3. Melakuka dapat 4. Implementasi UPG . Implementasi

n pungli mempengaruhi pengaduan
dalam tindakannya masyarakat
proses . Kelemahan
penetapan sistem
hasil organisasi, yaitu
pemilu/pe keadaan yang
milihan menjadi kendala

bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang
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. Bentl:;:é g;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek - P, Bcntqran Risiko Sumber Penyebab Penanganan'/l?endek Penangana{x/.Pendeka Kebarhasilit
Y S—— Kepentingan atan Individu tan Sistim
penting
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Perumusan Perumusan Rendah 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
dan dan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
Penyusunan penyusunan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
Surat surat hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
Keputusan keputusan dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
berafiliasi pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
pada baik karena bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemangku hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
kepentingan hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
baik internal perkawinan, System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
maupun maupun . Menetapkan SOP Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
eksternal hubungan perumusan  dan dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang penetapan  surat Perilaku
dapat keputusan 4. Implementasi
mempengaruhi pengaduan
tindakennya masyarakat
. Kelemahan
sistem

organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang
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Bentuk/Situasi

Poteri Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya

No | Subjek Benturan P Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :

. Kepentingan Rijelieo atan Individu tan Sistim Esberhastian
Kepentingan P g '

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penanganan Penanganan Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
sengketa sengketa afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
Pemilu/Pemilih | Pemilu/Pemili golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
an han berafiliasi hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian

pada dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
pemangku pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
kepentingan baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemilu/pemili hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
han hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
perkawinan, System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
maupun . Menetapkan SOP Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan penanganan dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang sengketa Perilaku
dapat pemilu/pemilihan . Implementasi
mempengaruhi pengaduan
tindakannya masyarakat
. Kelemahan
sistem

organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi . 4 ;
' Poteiial Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan Kfeé-xttx_ran Risiko Sumber Penyebab Penaxtlgarllag'/ l:ciandek Penangang{l/t F’cndeka Kaberhasilan
Kepentingan pentingan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
5 | Kasubb | Gratifikasi 1.Penunjukan | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ag penyedia arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
Perenca barang/jasa pemberian uang, | 2. Implementasi UPG Pembangunan Keteladanan
naan, tidak sesuai barang, rabat, | 3. Penyusunan peta Integritas atau | 2. Perhatian
Data, ketentuan komisi, pinjaman risiko Kode Etik dan khusus atas
dan 2.Penentuan tanpa bunga, tiket Pedoman Perilaku hal tertentu
Informa peserta perjalanan, fasilitas 2. Pembuatam media
si Bimtek penginapan, public kampanye | 3. Menghindari
tidak sesuai perjalanan  wisata, anti gratifikasi situasi
dengen pengobatan cuma- 3. Monev kode etik benturan
ketentuan cuma, dan fasilitas dan perilaku kepentingan
yang lainnya 4. Tindak lanjut hasi | 4. Pemantauan
ditetapkan Monev Kode Etik dan evaluasi
3.Mendapatka dan Perilaku
n
fasilitas/ha
diah/bingki
san
Penggunaan 1. Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
aset asset wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
jabatan/ins membuat 2. SOP Pembangunan Keteladanan
tansi untuk tindakan yang Penatausahaan Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai asset Kode Etik dan khusus atas
pribadi dan dengan tujuan | 3. SK Penetapan Pedoman Perilaku hal tertentu
keluarga atau melampaui pengguna asset | 2. SK 3. Menghindari
2. Penggunaan batas-batas BMN Penanggungiawab situasi
asset pemberian 4. penandatanganan penggunaan Aset benturan
jabatan/ins wewenang yang Berita Acara Serah | 3. Monev Kode Etik kepentingan
tansi di luar diberikan sesuai Terima Barang dan Pedoman | 4. Pemantauan
kedinasan ketentyan dilakukan  pada Perilaku dan evaluasi
peraturan saat penyerahan | 4. Tindak lanjut hasil
perundang- barang dari Kuasa Monev Kode Etik dan
undangan Pengguna Barang Pedoman Perilaku

kepada penerima
barang
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ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

dan Pedoman

Perilaku

Bentuk/Situasi . ; .
' Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan i R Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka ;
Benturan Reventingati Risiko atan Individa sy EBHS Keberhasilan
Kepentingan Fpenyha
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
| ada
Rahasia Membocorkan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatangan 1.Internalisasi/Sosiali | 1. Komitmen
Jabatan/Insta | rahasia wewenang, yaitu pakta  integritas sasi tentang dan
nsi jabatan/insta membuat  atau dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
nsi untuk tindakan yang tahun pada awal Integritas atau Kode | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai tahun atau Etik dan Pedoman khusus atas
pribadi/golon dengan  tujuan sewaktu-waktu Perilaku hal tertentu
gan atau atau melampaui bila diperlukan 2.Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemangku batas-batas 2. Implementasi dan Pedoman situasi
kepentingan pemberian Whistle  Blowing Perilaku benturan
wewenang yang System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
diberikan sesuai Monev Kode Etik | 4. Pemantauan

dan evaluasi
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Bentuk/Situasi . g .
. Ptanal Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan e Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka .
enturan . Risiko e i 5 i Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
Rekrutmen 1. Memanfaat | Sedang . Hubungan . Penandatangan . Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
pegawai  dan kan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
badan adhock jabatan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
untuk hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
mempenga dimiliki  dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ruhi proses pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
penerimaa baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
n/rekrutm hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
en/pengan hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
gkatan/mu perkawinan, System . Tindak lanjut hasil kepentingan
tasi/promo maupun . Menetapkan pola Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
si pegawai hubungan rekrutmen/penga dan Pedoman dan evaluasi
2. Memanfaatk pertemanan yang ngkatan/promosi/ Perilaku
an jabatan dapat mutasi . Implementasi
untuk mempengaruhi . Implementasi UPG pengaduan
Tasmpengne tindakannya masyarakat
uhi proses
penerimaan
/rekrutmen
badan
adhock
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' Bentl;l,lol:é f;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Berkiiiad Kfe:rflt-};agn Risiko Sumber Penyebab Pen:gilaz;:giil;’ggdek Penanf;;ng?s{cf:lndeka Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. Melakukan 2. Kelemahan
pungli sistem
dalam organisasi, yaitu
proses keadaan yang
penerimaa menjadi kendala
n/rekrutm bagi pencapaian
en/pengan tujuan
gkatan/mu pelaksanaan
tasi/promo kewenangan
si pegawai jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
Perencanaan Penyusuanan | Sedang Kelemahan sistem | 1. Penandatangan . Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
anggaran dan | perencanaan organisasi, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
kinerja anggaran dan keadaan yang dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
kinerja tidak menjadi kendala tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
berdasarkan bagi pencapaian tahun atau Kode Etik dan khusus atas
asas tujuan pelaksanaan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
kemanfaatan kewenangan bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
program dan jabatan yang | 2. Menetapkan SOP dan Pedoman situasi
kegiatan disebabkan karena perencanaan Perilaku benturan
instansi struktur dan anggaran dan | 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
sesuai budaya organisasi kinerja Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
ketentuan yang ada dan Pedoman dan evaluasi
peraturan Perilaku
perundang- . Implementasi
undangan pengaduan
dan juknis masyarakat
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Bentuk/Situasi : : .
_ Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek T K;Benrﬁn.ran Risiko Sumber Penyebab Penaltlgaxlla(lel/ l?sndek Penantgangp/tPendeka Keberhagilan
Kepentingan pentingan atan Individu an Sistim
|1 2 3 4 5 5 7 8 9
Penyusunan, Penyusunan, | Tinggi Kelemahan sistem | 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia Komitmen
Penetapan, dan | Penetapan, organisasi, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
Pemutakhiran | dan keadaan yang dilakukan  setiap Pembangunan Keteladanan
Data Pemilih Pemutakhiran menjadi kendala tahun pada awal Integritas atau Perhatian
Data Pemilih bagi pencapaian tahun atau Kode Etik dan khusus atas
tidak akurat tujuan pelaksanaan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
akibat sistim kewenangan bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
validasi data jabatan yang | 2. Menetapkan SOP dan Pedoman situasi
pemilih yang disebabkan karena perencanaan Perilaku benturan
tidak struktur dan anggaran dan | 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
memenuhi budaya organisasi kinerja Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
kaidah  dan yang ada 3. Memedomani dan Pedoman dan evaluasi
ketentuan peraturan Perilaku
peraturan perundang- 4. Implementasi
perundangan- undangan dan pengaduan
undangan juknis masyarakat
dan juknis
Penyebarluasa | Penyebarluas | Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
n Informasi an informasi afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
tidak golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
terverifikasi hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
sebagai dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
informasi pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
public  yang baik karena bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
dibolehkan hubungan darah, | 2. Menetapkan SOP dan Pedoman situasi
sesuai hubungan penyebarluasan Perilaku benturan
ketentuan perkawinan, informasi 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
peraturan maupun 3. Menetapkan Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
perundang- hubungan pengelola dan Pedoman dan evaluasi
undangan pertemanan yang informasi Perilaku
dan tidak dapat 4. Implementasi 4. Implementasi
update mempengaruhi pelayanan publik pengaduan
tindakannya masyarakat
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Bentpuol:t/: r&:,;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan 5 g Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka ;
Benturan Kepentingan Risiko atan Individu tan Sistim Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
6 | Kasubb | Gratifikasi 1. Penunj | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan . Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
ag ukan arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
Partisip penyedia pemberian uang, | 2. Implementasi UPG Pembangunan Keteladanan
asi, barang/jasa barang, rabat, | 3. Penyusunan peta Integritas atau . Perhatian
Hubung tidak sesuai komisi, pinjaman risiko Kode Etik dan khusus atas
an ketentuan tanpa bunga, tiket Pedoman Perilaku hal tertentu
Masyar 2. Penent perjalanan, fasilitas . Pembuatam media
akat uan peserta penginapan, public kampanye
dan Bimtek perjalanan  wisata, anti gratifikasi
Sumber tidak sesuai pengobatan cuma- . Monev kode etik | 3. Menghindari
Daya dengen cuma, dan fasilitas dan perilaku situasi
Manusi ketentuan lainnya . Tindak lanjut hasi benturan
a yang Monev Kode Etik kepentingan
ditetapkan dan Perilaku . Pemantauan

3.Mendapatka
n
fasilitas/ha
diah/bingki
san

dan evaluasi
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Bentuk/Situasi ; . ;
‘ Potenisi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan A Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
enturan Kepentingan Rindkn atan Individu tan Sistim Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Penggunaan 1.Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
aset asset wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
jabatan/ins membuat 2. SOP Pembangunan Keteladanan
tansi untuk tindakan yang Penatausahaan Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai asset Kode Etik dan khusus atas
pribadi dan dengan  tujuan | 3. SK Penetapan Pedoman Perilaku hal tertentu
keluarga atau melampaui pengguna asset | 2. SK 3. Menghindari
2.Penggunaan batas-batas BMN Penanggungiawab situasi
asset pemberian 4. penandatanganan penggunaan Aset benturan
jabatan/ins wewenang yang Berita Acara Serah | 3. Monev Kode Etik kepentingan
tansi di luar diberikan sesuai Terima Barang dan Pedoman | 4. Pemantauan
kedinasan ketentuan dilakukan pada Perilaku dan evaluasi
peraturan saat penyerahan | 4. Tindak lanjut hasil
perundang- barang dari Kuasa Monev Kode Etik
undangan Pengguna Barang dan Pedoman
2. Kelemahan kepada penerima Perilaku

sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang

barang

idih.kpu.go.id/sultra/muna
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Bentuk/Situasi ; : :
; Potensi el Tingkat strateg) Sfitegt Upaya
No | Subjek Benturan KeBen;?.ran Risiko Sumber Penyebab Pcnartlgaxlla:;./ P;ndek Pemantg,angx.i/t Pendeka Keberhastian
Kepentingan pentingan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Rahasia Membocorkan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
Jabatan/Insta | rahasia wewenang, yaitu pakta integritas lisasi tentang dan
nsi jabatan/insta membuat  atau dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
nsi untuk tindakan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
kepentingan tidak sesuai tahun atau Kode Etik dan khusus atas
pribadi/golon dengan  tujuan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
gan atau atau melampaui bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pemangku batas-batas . Implementasi dan Pedoman situasi
kepentingan pemberian Whistle  Blowing Perilaku benturan
wewenang yang System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan

diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

. Kelemahan

sistem
organisasi,
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yaitu

yang

Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku

4. Pemantauan

dan evaluasi
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. Bentpuol:é g;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek T Bcntqran Risiko Sumber Penyebab Pcnanganan./ Pendek Penanganax"x/ Pcndeka Ealberinaslion
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekrutmen 1. Memanfaat | Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen

pegawai  dan kan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan

badan adhock jabatan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
untuk hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
mempenga dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ruhi proses pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
penerimaa baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
n/rekrutm hubungan darah, | 2. Implementasi dan Pedoman situasi
en/pengan hubungan Whistle  Blowing Perilaku benturan
gkatan/mu perkawinan, System 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
tasi/promo maupun . Menetapkan pola Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
si pegawai hubungan rekrutmen/penga dan Pedoman dan evaluasi

pertemanan yang ngkatan /promosi/ Perilaku
2. Memanfaat dapat mutasi . Implementasi
kan mempengaruhi 4. Implementasi UPG pengaduan
jabatan tindakannya masyarakat
untuk . Kelemahan
mempenga sistem
ruhi proses organisasi, yaitu
penerimaa keadaan yang
n/rekrutm menjadi kendala
en badan bagi pencapaian
adhock tujuan
3. Melakukan pelaksanaan

pungli kewenangan
dalam jabatan yang
proses disebabkan
penerimaa karena struktur
n/rekrutm dan budaya
en/pengan organisasi yang
gkatan/mu ada
tasi/promo
si pegawai
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Bentuk/Situasi : ; ;
_ Poitenisl Jenis Tingkat . Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Bt tiTas K?e:r:g;an Risiko Sumber Penyebab Pena,:lgaxllagll ?gndek Penantg'angj'i/fendeka Retserhesiln
Kepentingan P gan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Pelaksanaan 1. Segmen Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
Sosialisasi dan sosialisasi afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
Pendidikan tidak golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
Pemilih sesuai hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
ketentuan dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
2. Wilayah pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
sosialisasi baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
tidak hubungan . Menetapkan pola dan Pedoman situasi
berdasarka pertemanan atau dan SOpP Perilaku benturan
n peta kekerabatan sosialisasi dan | 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
tingkat yang dapat pendidikan Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
partisipasi mempengaruhi pemilih dan Pedoman dan evaluasi
pemilih tindakannya Perilaku
rendah 2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
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Bentuk/Situasi . ; .
Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan B Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendekéa :
U Kepentingan Bl atan Individu tan Sistim Keberhasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Membangun Keputusan/ke | Sedang 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
Kerjasama bijakan akibat afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
Antar Instansi | Pengaruh/hu golongan), yaitu dilakukan  setiap Pembangunan Keteladanan
bungan hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
dekat/keterga dimiliki  dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
ntungan pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
hubungan . Menetapkan pola dan Pedoman situasi
pertemanan atau kerjasama  antar Perilaku benturar
kekerabatan instansi 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
yang dapat Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
mempengaruhi dan Pedoman dan evaluasi
tindakeannya Perilaku
. Kelemahan
sistem

organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang
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Bent;k/ Slt_uasn Jenis Ti ¢ Strategi Strategi U
No | Subjek B otensi Benturan mgka ) Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka pae
enturan . Risiko ik ? ity Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Pelayanan Keputusa | Sedang Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
Informasi dan n/kebijak afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
Dokumentasi an akibat golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
Pengaruh hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
/hubunga dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
n pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
dekat/ ket baik karena bila diperlukan 2. Monev Kode Etik | 3. Menghindari
ergantung hubungan 2. Menetapkan pola dan Pedoman situasi
an pertemanan kerjasama  antar Perilaku benturan
Memnafaa atau instansi 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
tkan staf kekerabatan 3. Implementasi Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
humas yang dapat standar pelayanan dan Pedoman dan evaluasi
dan mempengaruhi publik Perilaku
fasilitas tindakannya
kehumasa Kelemahan
n (foto, sistem
lay-out, organisasi, yaitu
video) di keadaan  yang
luar menjadi kendala
kedinasan bagi pencapaian
/kepentin tujuan
gan pelaksanaan
pribadi kewenangan
dan motif jabatan yang
ekonomi. disebabkan
Komersial karena struktur
dokument dan budaya
asi organisasi yang
video/foto ada
untuk
kepenting
an
pribadi
dan motif
ekonomi
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Bentuk/Situasi Tk : .
_ Potensi enis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek B Benturan 0 Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
cntyran Kepentingan ESNED atan Individu tan Sistim Keberhasilanl
Kepentingan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan 1. Memanfaa | Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia Komitmen
administrasi tkan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
kepegawaian jabatan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
untuk hubungan yang tahun pada awal Integritas atau Perhatian
mempeng dimiliki oleh tahun atau Kode Etik dan khusus atas
aruhi penyelenggara sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
proses Negara  dengan bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
pelayanan pihak tertentu, | 2. Menetapkan SOP dan Pedoman situasi
administr baik karena pelayanan Perilaku benturar
asi hubungan darah, administrasi 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
kepegawai hubungan kepegawaian Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
an perkawinan, 3. Implementasi UPG dan Pedoman dan evaluasi
2. Melakuka maupun Perilaku
n pungli hubungan
dalam pertemanan yang
proses dapat
pelayanan mempengaruhi
administr keputusannya
asi . Kelemahan
kepegawai sistem
an organisasi, yaitu
3. Pelayanan keadaan yang
administr menjadi kendala
asi bagi pencapaian
kepegawai tujuan
an pelaksanaan
berdasark kewenangan
an penyelenggara
hubungan Negara yang
dekat/bal disebabkan
as karena struktur
jasa/reko dan budaya
mendasi/ organisasi yang
pengaruh ada
dari
pejabat
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Bentuk/Situasi 5 . ;
. Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan P Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
MR Kepentingan Riskn atan Individu tan Sistim Krheohasilan
Kepentingan P g
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. Gratifikasi, yaitu
pemberian dalam
arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat,
komisi, pinjaman
tanpa bunga,
tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya
7 | Pejabat | Gratifikasi 1.Penunjukan | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/sosial | 1. Komitmen
Pembua penyedia arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang dan
t barang/jasa pemberian uang, | 2. Implementasi UPG Pembangunan Keteladanan
Komitm tidak sesuai barang, rabat, | 3. Penyusunan peta Integritas atau | 2. Perhatian
en dan ketentuan komisi, pinjaman risiko Kode Etik dan khusus atas
Pejabat 2.Penentuan tanpa bunga, tiket Pedoman Perilaku hal tertentu
Pengad peserta perjalanan, fasilitas 2. Pembuatam media | 3. Menghindari
aan Bimtek penginapan, public kampanye situasi
Barang tidak sesuai perjalanan  wisata, anti gratifikasi benturan
/Jasa dengen pengobatan cuma- 3. Monev kode etik kepentingan
ketentuan cuma, dan fasilitas dan perilaku . Pemantauan
yang lainnya 4. Tindak lanjut hasi dan evaluasi
ditetapkan Monev Kode Etik
3.Mendapatka dan Perilaku
n
fasilitas/ha
diah/bingki
san
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‘ Bent;:}l:{/: E;tiuam Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek e b—— BentU:ran Risiko Sumber Penyebab Penanganan/ f’endek Pcnangana:ll/.Pendeka Keberkasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penunjukan Proses Tinggi 1. Hubungan 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Komitmen
Penyedia pengadaan afilisasi (pribadi, pakta  integritas lisasi tentang dan
berafiliasi pada | barang/jasa golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
kepentingan tidak sesuai hubungan yang tahun pada awal Integritas 2. Perhatian
penyedia dalam | prosedur dimiliki dengan tahun atau | 2. Bimtek pengadaan khusus atas
proses sesuai pihak tertentu, sewaktu-waktu barang/jasa hal tertentu
pengadaan ketentuan baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
barang/jasa peraturan hubungan darah, | 2. Pelaporan dan Pedoman situasi
perundang- hubungan penolakan dan Perilaku benturar
undangan perkawinan, penerimaan 4, Tindak lanjut hasil kepentingan
yang beralku maupun Gratifikasi ke Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan UPG/KPK dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang dilakukan sesuai Perilaku
dapat dengan waktu
mempengaruhi yang telah
keputusannya ditentukan dalam
dalam peraturan
penunjukan perundangan-
penyedia undangan
barang/jasa . Memedomani
2. Kelemahan ketentuan
sistem peraturan
organisasi, yaitu perundang-
keadaan yang undangan yang
menjadi kendala berlaku

bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

yang
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Bentuk/Situasi

. Jenis . _ Strategi Strategi
No | Subjek BPotens1 Benturan ’I‘1r.1g.ka1. Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Upay %
enturan . Risiko o fuk Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
3. Gratifikasi, yaitu
pemberian dalam
arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat,
komisi, pinjaman
tanpa bunga,
tiket perjalanan,
fasilitas
penginapan,
perjalanan
wisata,
pengobatan
cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya
Pengelolaan Prosedur Sedang . Hubungan . Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia . Komitmen
dan pengelolaan afilisasi (pribadi, pakta integritas lisasi tentang dan
pertanggungja | dan golongan), yaitu dilakukan setiap Pembangunan Keteladanan
waban pertanggungja hubungan yang tahun pada awal Integritas atau | 2. Perhatian
keuangan waban dimiliki dengan tahun atau Kode Etik dan khusus atas
keuangan pihak tertentu, sewaktu-waktu Pedoman Perilaku hal tertentu
yang tidak baik karena bila diperlukan . Monev Kode Etik | 3. Menghindari
transparan hubungan darah, . Memedomani dan Pedoman situasi
dan akuntabel hubungan ketentuan Perilaku benturan
perkawinan, peraturan 3. Tindak lanjut hasil kepentingan
maupun perundang- Monev Kode Etik | 4. Pemantauan
hubungan undangan  yang dan Pedoman dan evaluasi
pertemanan yang berlaku Perilaku

dapat
mempengaruhi
keputusannya
dalam
pengelolaan dan
pertanggungjawa
ban keuangan
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lainnya

4, Tindak lanjut hasi
Monev Kode Etik
dan Perilaku

Bentuk/Situasi ; y ;
Potensi Jenis Tingkat Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan i i Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka :
BRI Kepentingan Rislkn atan Individu tan Sistim Kenarbmstian
Kepentingan P 8 '
1 2 3 4 5 5 7 8 9
2. Kelemahan
sistem
organisasi, yaitu
keadaan yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
i ada
8 | Staf/Pe | Gratifikasi Mendapatka | Tinggi Pemberian dalam | 1. Penandatanganan | 1. Internalisasi/sosial | 1. Menghindari
gawai n arti luas meliputi pakta integritas isasi tentang situasi
fasilitas/ha pemberian uang, | 2. Implementasi Pembangunan benturan
diah/bingki barang, rabat, UPG Integritas atau kepentingan
san komisi, pinjaman | 3. Penyusunan peta Kode Etik dan | 2. Pemantauan
tanpa bunga, tiket risiko Pedoman Perilaku dan evaluasi
perjalanan, fasilitas 2. Pembuatam media
penginapan, public kampanye
perjalanan  wisata, anti gratifikasi
pengobatan cuma- 3. Monev kode etik
cuma, dan fasilitas dan perilaku
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Bentuk/Situasi . ; :
. Potenal Jenis Tingkat | Strategi Strategi Upaya
No | Subjek Benturan K}£<h=:nt1t:1_r.c~1r1 Risiko Sumber Penyebab Pena?garllag./ l?;ndek Penantgranasuiut F’endeka etserliiian
Kepentingan epentingan atan Individu an Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Penggunaan 3.Penggunaan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. SOP 1. Internalisasi/Sosia | 1. Menghindari
aset asset wewenang, yaitu Penatausahaan lisasi tentang situasi
instansi membuat asset Pembangunan benturarn
untuk tindakan yang | 2. SK Penetapan Integritas atau kepentingan
kepentingan tidak sesuai pengguna asset Kode Etik dan | 2. Pemantauan
pribadi dan dengan tujuan BMN Pedoman Perilaku dan evaluasi
keluarga atau melampaui | 3. penandatanganan . SK
4.Penggunaan batas-batas Berita Acara Serah Penanggungiawab
asset pemberian Terima Barang penggunaan Aset
jabatan/ins wewenang yang dilakukan pada | 3. Monev Kode Etik
tansi di luar diberikan sesuai saat penyerahan dan Pedoman
kedinasan ketentuan barang dari Kuasa Perilaku
peraturan Pengguna Barang | 4. Tindak lanjut hasil
perundang- kepada penerima Monev Kode Etik
undangan barang dan Pedoman
2. Kelemahan Perilaku

sistem
organisasi, yaitu
keadaan  yang
menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada
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Bentuk/Situasi

. Jenis . Strategi Strategi
No | Subjek BPotenm Benturan T“.Ig.ka : Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Upayg
enturan , Risiko i : e Keberhasilan
Kepentingan Kepentingan atan Individu tan Sistim
1 2 3 4 5 5 7 8 9
Rahasia Membocorkan | Tinggi 1. Penyalahgunaan | 1. Penandatangan 1. Internalisasi/Sosia | 1. Menghindari
Instansi rahasia wewenang, yaitu pakta  integritas lisasi tentang situasi
instansi membuat atau dilakukan setiap Pembangunan benturan
untuk tindakan yang tahun pada awal Integritas atau kepentingan
kepentingan tidak sesuai tahun atau Kode Etik dan | 2. Pemantauan
pribadi/golon dengan tujuan sewaktu-waktu Pedoman Perilaku dan evaluasi
gan atau atau melampaui bila diperlukan 2. Monev Kode Etik
pemangku batas-batas 2. Implementasi dan Pedoman
kepentingan pemberian Whistle  Blowing Perilaku
wewenang yang System 3. Tindak lanjut hasil

diberikan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

Monev Kode Etik
dan Pedoman
Perilaku
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Bentuk/Situasi

: Jenis g : Strategi Strategi
No | Subjek iy Benturan T".]g.kal Sumber Penyebab Penanganan/Pendek | Penanganan/Pendeka Upay "
Benturan Kepentingan e atan Individu tan Sistim Kebehastian
Kepentingan P g
1 2 ] 4 5 5 i 8 9

3. Kelemahan

sistem
organisasi, yaitu
keadaan  yang

menjadi kendala
bagi pencapaian
tujuan
pelaksanaan
kewenangan
jabatan yang
disebabkan
karena struktur
dan budaya
organisasi yang
ada

N
=
NN

$hlinan sesuai dengan aslinya

SKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA
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